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PERATURAN DAERAH KOTA  BANJARBARU 

NOMOR   7   TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 

NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 

 

Menimbang  : a. 

 

 

 

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan daerah dan sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya 

mendukung peningkatan kinerja, maka perlu 

dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata  

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Banjarbaru; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
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Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3822); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  6. 

 

 

 

 

7. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang   

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang   

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4593); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  4741); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi                

Perangkat Daerah;  

  11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D 

Nomor 1);    

  12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 

Nomor 10 Seri D Nomor Seri 4); 

 

Dengan Persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BANJARBARU 

dan 

WALIKOTA BANJARBARU 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 

TAHUN 2008  TENTANG  PEMBENTUKAN, ORGANISASI 

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA BANJARBARU. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 

Tahun 2008 tentang  Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai 

berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 6  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

 

a. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari : 

a) Sub Bagian Bina Pengawasan dan Otonomi Daerah; 

b) Sub Bagian Bina Agraria dan Kerjasama Daerah; 

c) Sub Bagian Bina Kependudukan dan Perlindungan 

Masyarakat. 

2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari : 

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; 

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

3. Bagian Organisasi terdiri dari : 

a) Sub Bagian Kelembagaan; 

b) Sub Bagian Tatalaksana; 

c) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan. 

4. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat  terdiri dari : 

a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; 

b) Sub Bagian Sosial Kesejahteraan Rakyat; 

c) Sub Bagian Sosial Budaya. 

 

b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Umum 

membawahi: 

c.  

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari : 

a) Sub Bagian Bina Administrasi Perindustrian, Perdagangan, 

Pertambangan dan Energi; 

b) Sub Bagian Bina Administrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah; 

c) Sub Bagian Bina Administrasi Pertanian dan Sumber Daya 

Alam. 

2. Bagian Pembangunan terdiri dari : 

a) Sub Bagian Bina Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan 

Evaluasi Pembangunan; 

b) Sub Bagian Bina Administrasi Perhubungan dan Informatika; 

c) Sub Bagian Bina Administrasi Pekerjaan Umum dan Penataan 

Kota. 

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : 

a) Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan; 

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; 

c) Sub Bagian Protokol. 

4. Bagian Umum  terdiri dari : 

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; 

c) Sub Bagian Keuangan. 

 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Untuk membantu tugas Walikota dibentuk Kelompok Staf Ahli 

Walikota. 

(2) Kelompok Staf Ahli Walikota terdiri dari : 

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; 

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

(3) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Staf ahli diatur dan 

ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat 

daerah. 

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(5) Bagan struktur organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.   

 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 26 September 2013 
 

 

 

 

    

 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  3 Oktober 2013 
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BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT 
DAERAH KOTA BANJARBARU                                                

      

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
   NOMOR        :        7      TAHUN 2013 

   TANGGAL     :       26 September       2013                        

SEKRETARIAT DAERAH  

 

SEKRETARIAT 
DAERAH  

SUB BAGIAN BINA 
KEPENDUDUKAN DAN 

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

SUB BAGIAN BINA 

PENGAWASAN DAN 

OTONOMI DAERAH 

SUB BAGIAN  BINA 

AGRARIA DAN 

KERJASAMA DAERAH 

ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN 
ADMINISTRASI UMUM 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

ASISTEN TATA PRAJA DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

BAGIAN 
ORGANISASI 

BAGIAN 
KEMASYARAKATAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAGIAN  
PEMBANGUNAN 

BAGIAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT DAN 

PROTOKOL 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM 

BAGIAN 
UMUM  

SUB BAGIAN  
DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI 
HUKUM 

 

SUB BAGIAN 

PERATURAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN SUB BAGIAN 

BANTUAN 

HUKUM 

SUB BAGIAN 

KELEMBAGAAN 

SUB BAGIAN 

TATALAKSANA 

SUB BAGIAN  
ANALISA DAN 

FORMASI 
JABATAN 

 

SUB BAGIAN 

SOSIAL 

KEMASYARAKATAN 

SUB BAGIAN 

SOSIAL 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT SUB BAGIAN 

SOSIAL  BUDAYA 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI 

PERINDUSTRIAN, 

PERDAGANGAN,PERTA

MBANGAN DAN ENERGI 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO KECIL 

DAN MENENGAH 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI 

PERENCANAAN, 

PELAKSANAAN, DAN 

EVALUASI 

PEMBANGUNAN 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI 

PERHUBUNGAN DAN 

INFORMATIKA 

SUB BAGIAN 

PEMBERITAAN 

DAN 

PELIPUTAN 
SUB BAGIAN 

DOKUMENTASI 

DAN 

INFORMASI 

SUB BAGIAN  
PROTOKOL 

 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 

PERLENGKAPAN 

DAN RUMAH 

TANGGA 
SUB BAGIAN 

KEUANGAN 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI 

PERTANIAN DAN 

SUMBER DAYA ALAM 

SUB BAGIAN BINA 

ADMINISTRASI 

PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

KOTA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
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 BAGAN   :  SUSUNAN ORGANISASI                       LAMPIRAN  II : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
STAF AHLI WALIKOTA                                                                               NOMOR :    7   TAHUN 2013 

                                                                                                                                                  TANGGAL     :    26 September        2013 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
  

     
 
 

WALIKOTA 

  
SEKRETARIS DAERAH 

STAF AHLI  
BIDANG KEMASYARAKATAN DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

STAF AHLI 
 BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI 

DAN KEUANGAN 

STAF AHLI  
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM 

DAN POLITIK 

 

 
ASISTEN 

WAKIL WALIKOTA 


